PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN





A. Peran Pemerintah Daerah
Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Pasal 18
Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar dari berbagai produk undang-
undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai
pemerintah daerah. Siswanto Sunarno menjelaskan Undang-Undang tersebut
antara lain : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-undang Nomor 22
Tahun 1948, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-undang Nomor
18 Tahun 1965, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 , Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan terakhir
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.22
Pemerintah Daerah menurut W. Riawan Tjandra adalah:
“Pemerintah (government) ditinjau dari pengertiannya adalah
the authoritative direction and administration of the affairs of
men/women in a nation state, city, ect. Dalam bahasa
Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang
berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara,
kota dan sebagainya. Pemerintahan dapat juga diartikan
sebagai the governing body of a nation, state, city, etc yaitu
lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan
Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagainya. Pengertian
pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti
luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif,
kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Sedangkan
pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang
kekuasaan eksekutif saja.”23
22 Siswanto Sunarno. 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal
54
23 W. Riawan Tjandra. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya
Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogjakarta: Universitas Atma Jaya, hal 197
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Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah
adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Negara
Tahun 1945.
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun
1945 dalam penjelasannya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah
meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran
pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara
tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak,
wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
B. Irigasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004, yang dimaksud
irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air untuk
menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa,
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irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Penyediaan air untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat dalam
system irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama penyediaan sumber
daya air di atas semua kebutuhan.
Peraturan Pemerintah No. 23 / 1998 tentang irigasi, bahwa irigasi ialah
usaha untuk penyedian dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
Menurut PP No. 22 / 1998 irigasi juga termasuk dalam pengertian Drainase,
yaitu mengatur air terlebih dari media tumbuh tanaman atau petak agar tidak
mengganggu pertumbuhan maupun produksi tanaman.
1. Air Irigasi
Air yang diserap oleh perakaran tanaman akan digunakan sebagai
bahan untuk proses fotosintesis dan akan menguap melalui proses
pernafasan tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Air yang ada pada
permukaan tanah akan terkena sinar matahari dan akan menguap atau yang
biasa disebut dengan evaporasi. Apabila kedua proses di atas terjadi secara
bersamaan maka prosesnya disebut dengan evapotranspirasi. Sedangkan
pada musim penghujan air melimpah bahkan sampai membanjiri kota-kota,
begitu pula dengan lahan pertanian. Lahan pertanian yang kelebihan air
tentu tidak baik bagi tanaman. Tanaman tidak akan dapat tumbuh dengan
maksimal untuk itu diperlukan upaya untuk mengurangij umlah air yang ada
pada lahan pertanian, agar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal.
Cara pemakaian air tergantung dari keadaan irigasi, tanah, tanaman
yang diairi dan sebagainya. Cara pemakaian air dapat dibedakan menjadi
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yaitu merendam tanah, merembeskan air, pengaliran dan pengeringan,
pembahasan dalam tanah, menyiram dan menyemprot. Merendam tanah
dengan pembaruan air lazim digunakan dalam penanaman padi. Dalam
penentuan kebutuhan air untuk tanaman terdapat cara:
a) Menurut tingginya air yang dibutuhkan guna sebidang tanah
yang ditanam. Atau banyak air sama dengan tingginya air
yang dibutuhkan dikalikan luas tanah.
b) Banyaknya air yang dibutuhkan pada kesatuan luas untuk
sekali penyerapan atau untuk selama pertumbuhannya.
c) Kesatuan pengaliran air yaitu isi dalam kesatuan waktu
pengalirannya untuk kesatuan luas. (liter/detik/hektar).
d) Menentukan luas tanaman yang dapat diairi oleh pengaliran
air yang banyaknya tertentu.25
2. Jenis-Jenis Sistem Irigasi
Pemilihan sistem irigasi untuk suatu daerah tergantung dari keadaan
topografi, biaya, dan teknologi yang tersedia. Berikut ini akan dibahas
empat jenis sistem irigasi.
a. Irigasi Gravitasi (Open Gravitation Irrigation)
Sistem irigasi ini memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk
pengaliran airnya. Dengan prinsip air mengalir dari tempat yang tinggi
menuju tempat yang rendah karena ada gravitasi. Jenis irigasi yang
menggunakan sistem irgiasi seperti ini adalah:
1) Irigasi genangan liar
Irigasi mengalirkan air ke permukaan sawah melalui bangunan
pengatur meliputi:
a) Irigasi Tanah Lebak
25 Erman Mawardi. 2007. Desain Hidraulik - Bangunan Irigasi. Bandung: Alfabeta, hal 7
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Pada Irigasi Tanah Lebak (Lebak tanah yang lebih rendah di
sepanjang sungai) pada saat air besar (sehabis hujan),air akan
melimpah ke sisi sungai. Pada saat air surut maka ada sedikit sisa
air yang tertinggal
b) Irigasi Banjir
Prinsip irigasi banjir ini hampir sama dengan irigasi tanah lebak,
yang membedakan pada irigasi banjir dataran di sisi sungai bukan
dataran lebak sehingga diperlukan pintu air. Pinti air dibuka
sewaktu sungai mulai banjir agar air dapat mengairi dataran sisi
sungai. Bila air mulai surut maka pintu air ditutup agar air tidak
kembali ke sungai
c) Irigasi Pasang Surut
Sistem irigasi ini memanfaatkan pasang surut dari air laut untuk
mengairi sawah. Irigasi pasang surut ini dapat dikendalikan
sepenuhnya dengan cara pada saat air pasang diharapkan lapisan air
bagian atas yang masih tawar dapat memenuhi kebutuhan lahan.
Sedangkan pada saat surut dilakukan proses drainase.
2) Irigasi Genangan Dari Saluran
Sistem pemberian air dan pembuangan dapat dikendalikan seluruhnya
meliputi:
a) Irigasi Genangan
Digunakan untuk tanaman yang memerlukan banyak air (misalnya
padi). Sistem ini murah dalam penyelengaraan akan tetapi air yang
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digunakan cenderung banyak dan boros, karena lahan harus tetap
basah.
b) Irigasi Petak Jalur (border strip irrigation)
Jenis irigasi ini sangat baik untuk tembakau, jagung, dan tanaman
yang sejenisnya. Dalam jenis irigasi ini diusahakan agar lahan tidak
terlalu landai agar air tidak terlalu cepat turun.
c) Irigasi Petak (basin irrigation)
Jenis irigasi ini dipergunakan untuk perkebunan.
3) Irigasi Alur dan Gelombang
Irigasi mengalirkan air melalui alur-alur yang ada di sisi deretan
tanaman. Banyaknya alur akan sangat bergantung pada macam tanah,
kemiringan, dan jenis tanaman. Kecepatan pengaliran tidak boleh
terlalu besar, karena apabila terlalu besar akan terjadi pengerusan.
b. Irigasi Siraman (Close Gravitation Irrigation)
Pada sistem irigasi ini air dialirkan melalui jaringan pipa dan
disemprotkan ke permukaan tanah dengan kekuatan mesin pompa air.
Sistem ini biasanya digunakan apabila topografi daerah irigasi tidak
memungkinkan untuk penggunaan irigasi gravitasi. Ada dua macam
sistem irigasi saluran:
1) Pipa Tetap
Sistem ini membutuhkan banyak instalasi pipa. Oleh karena itu
penggunaan sistem seperti ini akan lebih mahal, tetapi lebih awet
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2) Pipa Bergerak
Sistem ini membutuhkan sedikit instalasi pipa, namun biasanya pipa
yang digunakan cepat rusak.Keuntungan dengan menggunakan sistem
irigasi ini adalah tanah dengan topografi tidak teratur dapat dialiri
serta erosi dapat dihindari,kehilangan air sedikit, serta suhu udara
dapat diatur. Kerugian dengan menggunakan sistem ini adalah modal
yang diperlukan cukup besar, pemberian air dipengaruhi angina, serta
pekerjaan tanah dilakukan dalam keadaan tanah basah.
c. Irigasi Bawah Permukaan (Sub-surface Irrigation)
Pada sistem ini air dialirakan dibawah permukaan melalui saluran-
saluran yang ada di sisi-sisi petak sawah. Adanya air ini mengakibatkan
muka air tanah pada petak sawah naik. Kemudian air tanah akan
mencapai daerah penakaran secara kapiler sehingga kebutuhan air akan
dapat terpenuhi.
d. Irigasi Tetesan (Trickle Irrigation)
Air dialirkan melalui jaringan pipa dan diteteskan tepat di daerah
penakaran tanaman dengan menggunakan mesin pompoa sebagai tenaga
penggerak. Perbedaan jenis sistem irigasi ini dengan sistem irigasi
siraman adalah pipa tersier jalurnya melalui pohon, tekanan yang
dibutuhkan kecil (1 atm). Sistem irigasi tetesan ini memiliki keuntungan
antara lain:
a) Tidak ada kehilangan air,karena air langsung menetes dari pohon
b) Air dapat dicampur dengan pupuk
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c) Pestisida tidak tercuci
d) Dapat digunakan di daerah yang miring.
C. Pendapatan Usaha Tani
Pendapatan usahatani adalah seluruh perolehan petani dalam usahatani
dalam waktu satu tahun baik yang dapat diperhitungkan maupun yang tidak
dapat diperhitungkan.26 Dengan meningkatkan produksi tentunya dapat
meningkatkan pendapatan petani.Untuk itu agar produksi dapat meningkat
diperlukan faktor produksi yang dapat menunjang, baik faktor internal maupun
faktor eksternal. Faktor lain yang dapat meningkatkan produksivitas usahatani
adalah ketrampilan petani yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain
tingkat pendidikan atau latihan yang pernah diperoleh dan pengalaman
berusaha tani. Pendapatan dibedakan menjadi:
a) Pendapatan Asli, yaitu pendapatan yang diterima oleh setiap
orang yang langsung ikut serta dalam produksi barang.
b) Pendapatan turunan (sekunder), yaitu pendapatan dari
golongan penduduk lainnya yang tidak langsung ikut serta
dalam produksi barang seperti dokter, ahli hukum dan
pegawai negeri.
Pendapatan menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi :
a) Pendapatan berupa uang Adalah segala penghasilan yang
sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas
26 Ujang Sumarwan. 2005. Perilaku Konsumen. Jakarta: Ghalia Indonesia
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jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, bangunan,
pendapatan, bersih dari usaha sendiri dan pendapatan dari
penjualan seperti; hasil sewa, jaminan sosial, premi
asuransi.
b) Pendapatan tidak berupa uang adalah segala penghasilan
yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk balas
jasa dan diterima dalam bentuk barang.
D. Sektor Pertanian
Sektor pertanian adalah salah satu penopang perekonomian suatu
negara, khususnya di negara agraris seperti Indonesia. Peranan sektor ini dapat
dikatakan cukup besar bagi perkembangan perekonomian negara yang
bersangkutan.
1. Penyuluhan Pertanian
Penyuluhan pertanian adalah upaya menyampaikan informasi (pesan)
yang berkaitan dengan bidang pertanian oleh penyuluh pertanian kepada
petani beserta anggota keluarganya baik secara langsung maupun tidak
langsung maupun tidak langsung agar mereka tahu, mau dan mampu
menggunakan inovasi teknologi pertanian baru. Umumnya pesan terdiri dari
sejumlah simbol dan isi pesan inilah yang memperoleh perlakuan. Bentuk
perlakuan tersebut memilih, menata, menyederhanakan, menyajikan dan
lain-lain. Simbol yang mudah diamati dan paling banyak digunakan yaitu
bahasa. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh penyuluh pertanian atau
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sumber untuk memilih serta menata isi pesan dan simbol yang digunakan
pada pesan dapat dikatakan teknik penyuluhan pertanian.27
Penyuluhan berperan dalam peningkatan pengetahuan petani akan
teknologi maupun informasi-informasi pertanian yang baru gunna
meningkatkan kesejahteraan petani beserta keluarganya. Peranan
penyuluhan dalam memberikan pengetahuan kepada petani dapat berfungsi
sebagai proses penyebarluasan informasi kepada petani, sebagai proses
penerangan atau memberikan penjelasan, sebagai proses perubahan perilaku
petani (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), dan sebagai proses
pendidikan. Penyuluhan dilakukan dengan tujan untuk meningkatkan
kualitas dan kuantitas produksi tanaman yang dibudidayakan petani serta
dapat mensejahterakan petani.28
2. Dukungan sarana dan prasarana
Secara umum sarana dan prasarana penyuluhan pertanian adalah
merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan
baik alat tersebut sebagai peralatan pembantu maupun peralatan utama,
yang keduanya berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan.
Sedang menurut Permentan Nomor 51 Tahun 2009 bahwa sarana dan
prasarana penyuluhan pertanian adalah peralatan dan bangunan fisik yang
digunakan untuk mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
Dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien,
ketersediaan sarana prasarana penyuluhan yang memadai baik jenis maupun
27 Kusnadi, D. 2011. Metode Penyuluhan Pertanian. Bogor: STPP Press, hal 52
28 Sulili Saadah, A. dan Deserama R.B.. 2011. Peranan Penyuluhan Pertanian terhadap Pendapatan
Petani yang Menerapkan Sistem Tanam Jajar Legowo. Agrisistem. 7 (2): 91-93
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jumlahnya sangat dibutuhkan. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31
ayat 1, bahwa untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan dan
kinerja penyuluh, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai agar
penyuluhan dapat diselenggarakan dengan efektif dan efisien. Salah satu
faktor penting yang mempengaruhi tingkat kinerja seorang penyuluh adalah
sejauh mana kegiatan penyuluhan yang dijalankannya ditunjang dengan
ketersediaan sarana/prasarana yang memadai.
Ketidak tersediaannya sarana prasarana penyuluhan akan berdampak
pada tidak efektif dan tidak efisiennya penyelenggaraan penyuluhan, lebih
parahnya lagi dapat menjadi masalah serius bagi penyuluh. Sedangkan
ketidak tersedianya sarana penunjang untuk kegiatan penyuluhan
menimbulkan masalah bagi seorang penyuluh yang kehilangan kepercayaan
dari petani karena dianggap tidak mampu menyediakan sarana yang mereka
butuhkan. Sebagai seorang penyuluh yang mempertaruhkan kepercayaan
dalam tugasnya tidak ada lagi hal paling buruk selain kehilangan
kepercayaan dari petani.
Terkait pentingnya ketersediaan sarana prasarana penyuluhan dalam
UU Nomor 16 Tahun 2006 pasal 31 ayat 1 - 4 telah diatur ketentuan tentang
sarana prasarana penyuluhan pertanian, yang ditindak lanjuti dengan
Peraturan Mentri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/12/2009 Tentang
Pedoman Standar Minimal dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Penyuluhan
Pertanian. Tujuan disusunnya pedoman standar minimal dan pemanfaatan
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sarana prasarana penyuluhan pertanian dalam peraturan mentri tersebut
adalah untuk:
a) Memenuhi kebutuhan minimal sarana dan prasarana
penyuluhan pertanian;
b) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana
penyuluhan pertanian.
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) merupakan kelembagaan
penyuluhan pemerintah pada tingkat kecamatan. Dalam lampiran Peraturan
Mentri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.140/12/2009 dinyatakan bahwa
standar minimal sarana dan prasarana penyuluhan kecamatan meliputi :
pusat Informasi, peralatan administrasi, alat transportasi kendaraan
operasional roda dua, Buku dan Hasil Publikasi, Mebeulair, ruangan, rumah
dinas, sarana/prasarana pendukung/lingkungan, sumber air bersih,
penerangan, jalan lingkungan, pagar halaman, lahan percontohan.
